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BABIV 


KESIMPULAN DAN SARAN 


1. 	 KESIMPULAN 

Pelaksanaan upah apabila pekerja wanita mengalami gangguan 

kesehatan adalah tetap mendapatkan upah seperti yang biasa ia terima 

meskipun ia tidak melaksanakan pekerjaan. Tidak melaksanakan pekerjaan 

dengan alasan gangguan kesehatan maka alasan tersebut harns dapat 

dipertanggungjawabkan misalnya dengan menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya disertai surat keterangan dari dokter. Adapun gangguan 

kesehatan seperti adanya rasa sakit yang terjadi pada setiap bulan atau lebih 

sering disebut dengan haid dan mengalami keguguran serta melahirkan 

anak. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila tidak dilaksanakannya 

ketentuan kesehatan kerja adalah dengan mengajukan gugatan kepada 

pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. Apabila pekerja 

waDita tidak puas alas putusan pengadilan hubungan industrial maka dapat 

mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. 

2. 	 SARAN 

Dalam pelaksanaan hubungan industrial sebaiknya pekerja wanita 

maupun pengusaha diharapkan untuk memperhatikan adanya hak dan 
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kewajiban yang tebh mereka sepakati. Bila hal ini diterapkan secara terus­

menerus dan teratur maka akan menghasilkan keuntungan dari sisi pekerja 

wanita maupun pengusaha dan dapat menghindarkan adanya perselisihan 

dikemudian hari. Bila perselisihan timbul dikemudian hari tidak hanya 

pekerja wanita atau pengusaha yang menjadi korban, keluarga mereka juga 

akan menanggungnya. Karena selama penyelesaian perselisihan otomatis 

perusahaan tidak akan berjalan atau beroperasi sebagaimana biasanya. 
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